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BUPATI GROBOGAN
PROVINS] JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI (iRUBOGAN
NOMOR {I-;‘ TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah  sebagaimana 1elah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Grologan Nomor 14 Tahun 2016
tenttang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati:

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Peimunguian Pajak Parkir;

1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1_945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Fembentukan Daerah-l3aerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:;

3. Undang-Undang Nomor 1¢ Taliun 1997 tentang Penagihan
Fajzk dengan Surar Paksa [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesis Nomor 3686] sebagaimana

teian civbah beberaps kaii lerakhir dengan Undang-



Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3897);
Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201] tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Nepara Republik indonrsia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Neeara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan [aerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lodonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ilndonesia Nomor 3679);

Peraturan Pemerintalh Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kevangan Diuerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Daerah Kabupsten Grobogan Nomer © Tahun
2010 tentang Pajak Daersh {Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B] sebagaimana telah
diubah dengan Peraturar Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Bacrah kabupaten Grobogan Nomor 14}.



MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK PARKIR.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

wn

~o

18,

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati schagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Dacrah yvang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Bupati adalah Bupari Grobogan.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Fiudan Pendaparan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan,

Aparat atau Petugas adalah Aparal atau Petugas BPPKAD.

Bendahara Penerimaan adalah Bendahars Penerimaan pada BPPKAD.
Pajuk Daerah, vang selanjutnya disebut Pajak, adalah konstribusi wajib
kepada Daerah vang terutang sleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapaikan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakvat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik vang melakukan usaha maupun ¥ang tidak melakukan
usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroarn komanditer, perseroan
lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN}, atau Badan Usaha pilik
Daerah {(BUMD) dengan nama dan dalam hentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpularn, yayasan, organisasi
Masa, organisasi social politik atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk
padan lainya termasuk konirak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pajak Parkir adalah pajak atas penvelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik vang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
vang disediakan sebagal suatu usahsa, termasuk penyediaan  tempat
penitipan kendaraan bermotor ([maupun ticlak bermotot}.

Parkir adalah keadaan tidak berg}:rak suatu kendaraan yang tidak bersifat

SEMeNIara.
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Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, vaneg mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang —undangan
perpajakan daerah.

Nomeor Pokok Wapb Pajak Daerah vang selanjutinya disebut NPWPD adalah
nomor vyang diberikan kepada Wajib Pajak sebagal sarana dalam
administrasi perpajakan yvang dipergunakan scbagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangks waltu 1 [satu] bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diarur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga] bulan
kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yvang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunskan 1ahun buku yang tidak sama
dengan wahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemnunguian adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak atau pencntuan besarnya pajak vang
terntang sampai dengan keglatan penagihon pajak kepada Wajib Pajak
serta pengawasan penyetorannys.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat vang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan /atau pemnbayaran pajak. obyek pajak dan/atau bukan
obyvek pajak, dan/atau harta dan kewsajiban sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpadalksn dmerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selaniulmy s disingkat SSPL adalah bukti
pembayaran atau penyetoran  pajak  yang telah  dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupatl.

Surat Ketetapan Pajuk Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adlah
surat ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumiah pokok pajak

yvang teruiang.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar vang selanjuinya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlab kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi admimistratd don jumlah pajak masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bavar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yvang telah dileraplan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Baver, vang selanjutnya disingkat
SKPDLE, adalah sural ketetapan pajak voang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau fidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Palak Daerah Nihil, yvang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalaly surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, vang sclanjutnyva disingkat STPD adalah,
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratf
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesaluhan tulis, kesalahan hitung, dan/atan kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD,
SKPDKBE, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB. $TPD, Sural Reputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah sural keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKEB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB. atau terhadap pemotongan atau pemungutan cleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusa.n badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang digjukan oleh Wajib Pajak.
Pembukuan adalah suatu proses pencaratan vang dilakukan secara teratur
untuk mengumpuikan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biava. serta jumilah harga perolehan
dan penverahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan labe rugl untuk periode Tahun Pajak

tersehut.



30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti vang dilaksanakan secara objektil dan
profesional berdasarkan suatu standar pemenksaan untuk mengun
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  daersh dan  retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam ranska melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAEB 1l
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak sebagal pembayaran atas
penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan
pokok wusaha maupun yang disediakan sebaga: satu usaha, termastilk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermaote:,

Pasal 3

(1) Obyek pajak parkir adalah penyelenggara terpat parkir diluar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai satu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

(2] Tidak termasuk obyek pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah .
penyelenggara tempat parkir oleh pemerintab dan pemerintah daerah;
penyelenggara tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan
untuk karyvawan sendirl, dan .

¢. penyelenggara tempat parkir oleh keduraan, konsolat dan perwakilan

negara asing dengan azas timbal balik

Pasal 4

(1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
parkir kendaraan bermotor.
(2] Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi  atau badan yang

menvelenggarakan tempat parkir kendaraan beomotor.



BAR LIl
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK PARKIR

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau seharusnya
dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

{2) Jumlah vang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk potongar harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan

kepada penerima jasa parkir.
Pasal 6
Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
Pasal 7

(1) Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihutang dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pajak Parkir terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalar.

MASA PAAR

Pasul &

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjad:
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, monyelor, dan melaporkan pajak

yarng erutang.

BARB Y
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

- Pasal 9

(1] Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir
kepada Kepala BPPKAD.
(2] Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi;
kewajiban untuk:
4. memberikan persstijuan untuk mengengsur atau menunda pembayaran
Pajak Parkir:
b. menerbitkan SPTPD, SSPD, SkPDKB, SKPDLBT, SKPDN, SKPDLRB, STPD.



(1]

(2)

(3}

(4}

(1)

(2)

c. melakukan pembetulan ketetapan Pajak Parkair;
melaksanakan pengurangan dan penghapusan sankst administras: Pajak
Parkir;

e. melakukan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir;

f. melakukan pemeriksaan kepada wajib Pajak Parkir; dan

g. meneliti dan memproses permohonan keberatan yang digjukan Wajnb
Pajal.

BAB Vi
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendataan

Pasal iU

Pendataan objek Pajak Parkir dilakukan dengan memberikan Formulir
Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran.
Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diterima dan
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
pemilik/pengelola/ penanggungjawab usaha perparkiran atau kuasanya.
Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh pemilikfpengelolafpenanggungjawab
usaha perparkiran atau kuasanya, pemiik /pengelola/penanggungjiawab
usaha perparkirau selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran
usahanya kepada Kepala BPPKAD untuk menjadi Wajib Pajak.

Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam

Lampiran | yang merupakan bagiaﬁ ridak terpisahkan dari Peraturan Bupau

ini.
Bagian Kedus
Tata Cara Pencdaftaran
Pasal 11
Setiap pemilik/pengelola/ penanggungiawal usaha perparkiran harus

mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendafaran kepada
Kepala BPPKAD melalui Bidang Pajak Daerah Lannya.

Formulir pendafraran sebagaimana dimulsud pada ayat (1) wajb diis1
dengan  jelas,  benar  dan lengkap  serla ditandatangani  oleh
pemikik pengeloia; penanggungjawab  Usaha perparkiran  atau  kuasanya
dengan melampirkan .

a. forokopi identitas dir



(3)

(4}

()

(7)

(2)

(3)

(4)

b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang {apabila ada);, dan/atau
c. surat kuasa bermaterai cukup apahila

pemilik/pengelola/penanggungjawab  usaha perparkiran apalila
pendaftaran dikuasakan dengan diserral fotokepi identitas penerima
kuasa.

Formulir pendatioran  sebagaimana dirmagswi pada ayat [1) harus

disampaikan ke Bidang Pajak Dasrah Lainova, paling lambat 7 [tujub) hari

sejak vang bersangkutan memperoleh formutir pendaftaran.

Kepala BPPKAD menvatakan pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha

perparkiran yvang telah mendaftarkan usahanvda sebagal Wajib Pajak, dengan

menerbitkan :

a. Kartu NPWPD, dan/artau

b. Surat pengulkuhan wajib pajak.

Dalam hal pemilik/pengelola/penanggungawab usaha perparkiran tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara

jabatan.

Surat pengukuhan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf

b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat vang mudah dilihat, dibaca

olch pemakai jasa tempar penitipan kendaraan bermotor atau ditempat

pembayararn.

Bentuk dan format isian formulir pendaflaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1l vang merupakarn bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati in1.

Bagian Ketiga
Penetapan Pajak

Pasal 1.2

Penetapan Pajak dilakukan berdasarkan sistem Self Assesment dirnana
Wajib Pajak menitai dan menghitung sendiri pajak yang terutang, dilalkukan
dengan cara Setiap Wajib Pajak wajib mengis1 SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1), harus diisi dengan jelas,
benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1], harus disampaikan kepada
Kepala BPPKAD paling lambat 15 (lima belasi hari setelah berakhirmya masa
pajak, dengan dilampiri bukti pembayaran pajak olen wajib pajak.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada avar (1] dianggap tidak disampaikan
dalam hal:



(=)

(1)

(2)

(3)

(4]

a. SPTPD tidak ditandatangani sebegaimana mesunya;

b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri kelerangan dan/atau dokumen
sebagaimara dimaksud ayat (3], dan/atau

c. SPTPD disampaikan setelah BPPKAD melakukan pemeriksaan atau
menerbitkan surat ketetapan pajak.

Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] tercantum dalam

Lampiran 1! yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Pasal 13

Dalam jangka wakta 5 {lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati

dapat menerbitkan:

a. SKPFDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan alau Xeterangan lain, pajak yvang
terutang tidak atau kurang bayar:

2} jika SPTPD tidak disampaikan kepada BPPKAD dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara lertulis udak disampaikan pada
waktunva scbagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau

3] jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yvang terutang
dihitung secara jabatan,

b, SKPDKBT jika dilemukan data baru dun/atau data yang sermmula belurn
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak vang terutang
setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan
SKPDKBT; dan;atau

¢. SKPDN jika jumlah pajak vang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan ridak ada kredit pajak.

Dalam hal terdapal keckurangan pajak yang terutang dalam SKPDKER

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf @ angka 1 dan angka 2 Wajib

Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perser)

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

Dalam hal kekurangan pajak yang terutang clalum SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurul b, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif

berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan
pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada avat {3 tidak dikenakan jika Wajil

Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.



(5} Dalam hal pajak vang tennang dalam SKPDKB disebabkan Wajib Pajak
tidak mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a angka 3],
Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 23%
[dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% jdua persen) sviulan dihilung dar pajak yvang
kurang atan teriambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 {dua

puluh empat] bulan dihitung sejak saat terutangnyva pajak.
Pasal 14

SKPDKBE, SKPDKBT, SKPDN vang telah ditandatangam oleh Kepala BPPKAD,
dibuat daftar ketetapan selanjutnya disampaikan ke Wajib Pajak.

Bagian Keempit
Tata Cara Pemunguran

Pasal 15

(1} Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap wajib pajak wajib memenuhi kewajiban perpajakan sendirt.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peneraparn
Bupati dibayar dengan menggunakan SkPD  atau doltumen lain yang
dipersamakan.

[4) Hasil pemungutan pajak disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 {saty)

hari kerja sejak diterimanya pembayaran pajak.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN [DAN PENAGIHAN

Bagian Kesat
Tara Cara Pembestaran

Pasal 16

(1} Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dibavar sendiri oleh wajib pajak
(self ussessment} secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan
sekaligus dan lunas di kas Daerah paling lambat 10 {sepuluh) hari setelah
berakhirnva masa pajak dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran
Pajak Daerah (35FD}.

(3} Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atal kuasa wajih pajak melalul
penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat {sepuluh) hari

setelah diterimanyva SKPD.



(4} Pajak yang terutang dibayar di Bank Jawa Tengah Cabang Purwodadi,

(6)

(7]

cabang pembantu dan kantor kas di wilavah Daerah untuk disetorkan ke
Rekening Kas Daerah Kabupaten Grobogan atau melalui Bendahara
Penerima BPPRAD.

Apabila pembavaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan di
Bendahara Penerima BPPKAD dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah
sesuai peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari hibur, maka batas waktu
pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya,

Bentuk, isi dan tata cara pengisian S8SPD tercantum dalam Lampiran IV dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bapgian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 17

Tata cara pembayaran angsuran dan pernundaan penmbayaran pajax teruiang

dilalkukan sebagal berikul :

a.

Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun
menunda pembayvaran pajak harus mengajukan  permohonan  secara
tertulis Kepada Kepaia BPPKAD dengun disertai alasan yang jelas dan
melampirkan fotokopi SKPDKB, SWPDKBT atau STPD yang diajukan
permeohonannya;

permohonan sebagaimana dimaksud hurut a harus melampirkan rincian
utang pajak atau tahun paak yan bersangkutan dan disertai dengan
alasannya serta sudah diterima Kepala BPFKAD paling lama 7 (tujuh] han
sejak diterbitkan 3KPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan
permeohonannya;

permohonan  pembayaran — secara  angsuran maupun  penundaan
pembayaran yang disetujul Kepaia BPPrAD dituangkan dalam Keputusan
vang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala
Bidang Pajak Daerah Lainnya BPPKAD;

pemberian angsuran tidak merunda  kewajiban  wajib  pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan,
penundaan pembavaran diberikan paling lama 1 {satu} bulan, terhitung
mulai jatubh empo pembayvaran vang termial dalam SKPDKB, SKPDKBT
aiau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepals BPPKAD!



(1)

pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga

sebesar 2 % (dua persen) dari pajak yang terutang;

perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut

1)

2)

3)

4)

w

perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa
angsuran,

jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa
pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak
terutang yang akan diangsur dengan jurmnlah angsuran;

bunga adalah hasil perkalian antars jumlah sisa angsuran dengan
bunga sebesar 2 % [dua persenj; dan/atau

besarnya jumlah vang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak

angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 9 {dua persen).

perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

1)

3)

perhitunigan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang
vang ditunda, vaitu hasil perkalian amiara bunga 2 % (dua persen)
dengan jurnlah pajak terutang vang ditunda, dikalikan dengan seluruh
jumlah utang pajak yang akan ditunda;

besarnya jumlah yang harus dibayay adalab seluruh jumiah utang
pajak yang ditunda.ditambah dengap jumiah bunga 2 % {dua persen)
perbulan; dan/atau

penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada
saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat

diangsur.

terhadap wajib pajak vang telah mengsjukan permohonan pembayaran

secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk

surat ketetapan yang sama.

Bagian Keliga
Tata Cara Penagihan

Pasal 15

Kepala BPPKAD dapat menerbitkan STPD jika :

.

b.

pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

dari hasil penelitian SPTPD terdapal kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

wajib pajek dikenakan sanksi administrauf berupa bunga dan/atau

dernda.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3]
14)

(=}

Jumlah kekurangan pajak yang teruuiny dalam STPD sebagatmana
dimaksud pada ayat (1] huruf a dan hurufl b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% {dua persen) setiap bulan untuk
jangka waktu paling lama 15 [lima belas) bulan sejak saat terutangnya
pajak.

SKPD yang tidak atau kurang dibavar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen} per
bulan dan ditagih melalhai STPD.

Bentuk dan isi 3TPD tercantum dalarn Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati i

BAB VI
PENGURANGAN ATAL PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatn
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 20

Kepala BPPKAD dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administratil berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang

menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal

sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan

karena kesalahannyvz.

Pemberian pengurangan pajak, paling tingg sebesar 23% {dua puluh lima

persen} dari Ketetapan Pajak.

Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala BFPKAD.

Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratil berupa bunga, denda

dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau

SKPDKBT.

Tata cara pengurangan awau penghapusan sanksi administraiif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai bericut

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Kepala BPPRKAD dengan alasan yang jelas dengan
melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT
dalam walktu 7 (tujuh} sejak diterbitkan STPD, SKFDKB atau SKPDKBT;

b. dalam hal permchonan sebagaunana dimaksud dalam huruf a
dikuasakan, wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi

KTP penerima kKuasa;



c. berdasarkan permchonan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau
huruf b, Kepala BPPKAD menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
untuk melakukan pengkajian dan penelinian;

d. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala BPPKAD
sebagal dasar untuk memberi keputusan;

e. keputusan pemberian  pengurangan atau  penghapusan  sanksi
administratif, ditetapkan oleh Kepala BPPEKAD;

f. paling lambat 1 {satu] bulan setelah menerima permohonan sebagaimana
dimalksud pada huruf a, Kepala BPPRAD harus memberikan keputusan
dikabulkan atau ditolak;

g. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada
huruf d, Kepala BPPKAD belum memberikan keputusan, maka
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan;
dan

h. Kepala BPPKAD menvampaikan tapoersn kepada Bupati terhadap
keputusan pemberian  pengurangasn  atau  penghapusan  sanksi

admintstrarif.

{6) Terhadap permolionan yvang ditolak, Kepala BPPKAD -

a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
b. menulis catatan pada sarana pembavaran S8PD yang menerangkan
bahwa pokok pajak dibavar beserta sanksi administratif berupa bunga
sehesar 2 % f(dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda
tangan dan nama jelas Kepala BPPHKAD dan selanjutnya menerbitkan
STPD yvang memuat sanksi administrant berupa bunga sebesar 2 % {dua

persent) dimnaksud.

(7) Terhadap permohonan vang disetujul, atau karena jabatan berdasarkan

(1)

alasan yang dapat diterima, Kepala BPPKAD mengurangkan atau
menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan
catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan
atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda rangan dan nama jelas Kepala

BPPKAD.
Wajib Pajak melakukan pembavaran pajak cniam waktu 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jam sejak disetwjuinna  permohonan sebagaimana

dimaksuid pada avat [7).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketelapan Pajak

Pasal 2]
Kepala BPPKAD dapat mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan

pertimbangan kemampuan membayar walihs pajak atau kondisi tertertu

obvek parak dalam hal:



(2]

{1)

12)

(3)

(1)

terjadi hencana:

pemberian stimulus kepada wajib pajak:

o

p]

usaha pengentasan kemiskinan;

R

terdapat alasan lain dari wajib pajak vang dapat dipertanggungjawabkan

antara lain:

1) kondisi tertentu wajib pajak yvang ad. hubungannya dengan obyek
pajak;

2] kondisi tertentu wajib pajak yang uds hubungannya dengan sebab
akibal terrentu; dan

3} tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sostal atau
pendidikan vang semata-mata tidak mencari keuntungan.

Kepala BPPKAD dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak

vang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesual dengan tata cara yang

ditentukan.
Pasal 22

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan
wajib pajak diatur sebagai berikut
a. sural permchonan wajib pajak didukung oleh fakta baru  yang
mevakinkan; dan
b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen
berupa fotokop -
1. SKPD yvang ciapukan permohonannya:
2. dolkumen vang mendukung diajukannva permohonan; dan
3. berkas permohonan berikut buki penciakan keberatan atau bukti
penoclakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif,
Pengajuan permohonan vang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), tdak dapat dipertimbangkan dan berkas
permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
Pengurangan atal pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan
oleh Kepala BPPKAD atas usul Kepala Budang Pajak Daerah Lainnya

berdasarkan pertimbangan keadilan dan acanya temuan baru.
Pasal 23

Atas dasar permohenan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
atau karena jabatan, Kepala BPPKAD meminta Kepala Bidang Pajak Daerah

Lainnya untuk membahas pengurangan dlai nembatalan ketetapan pajak.



2}

(3

{8)

(1)

(2)

Hasil pembahasan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan
melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan /pemhatalan ketetapan
pajak.

Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dan telaahan
pertimbangan atas pengurangan/pembatalan  keletapan pajak, Kepala
BPPKAD memberilkan Keputusan.

Kepala Bidang Pajak Daerah lainnyva melakukan proses penerbitan
keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak atau keputusan penclakan pengurangan atau pembatalan ketetapar

pajak.
Pasal 24

Atas diterbitkannya Keputusan pepgurangan ztau pembatalan ketetapan

pajak, Kepala Bidang Pajak Dasral Lainnyi, segera .

a. melakukan pembatalan ketetapan pajk vang lama dengan cara
menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau mermperbaiki
SKFPD lama;

b, memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya dibern
catatar bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat
yvang bersangkutan;

c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling
lama 10 {sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan

d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagal arsip pada administrasi
perpajakan.

Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan

ketetapan pajak, maka SKPFD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan

keputusan ini.

BAaB 1
PEMBUKUAN DAN PEM ERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pernbukuan

Pasal 25

(1) Setiap Wajib Pajak vang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan

pembukuan atau pencatatan.

(2} Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut sebagal berilgot



(3}

a. pembuknen paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;

b. pembuknan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan
waltu;

c. apabila wajib pajak mempunyai lebuh dam 1 (satu] usaha perparkiran
maka pembukuan dilakukan secara terpisah;

d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar
perhitungan pajak berupa nota azau dokumen lainnya sehingga dapat
diketahul omzetnya,

e. neraca; dan

f. laporan rugi laba perusahaan,

Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp

300.000.000,00 {tiga ratus juta rupiah] per tahun harus melakukan

rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara
teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak

terutang.

(4} Tata cara rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerirnaan

(5}

pembayaran, adalah sebagai berikut |

s, menvelenggarakan rekapitulast tentang pendapatan brutoe usahanya
secara lengkap dan benar;

b. rekapitulasi diselenggarakan secara Lkronologis herdasarkan  urutan
walktu;

¢. apabila wajib  pajak mempunyal  lebib dari 1 {saty) usaha
penyelenggaraan tempat parkir di lnar badan jalan, maka rekapitulasi
dilakukan secara terpisah; dan

d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar
perhitungan pajak berupa nota atau dokuumen lainnys.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada aval [3) diselenggarakan dengarn

sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atan kegiatan usaha

sebenarnyva.

Pasal 26

Permnbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus dilakukan secara
tertib, teratur dan benar sesuail dengan norma permbukuan yang berlakut.
Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat dijadikan dasar
untuk menghitung besarnya pajak terulang.

Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang
berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus

disimpan selama 3 (lima) tahun,



(1}

{2)

(3)

(4)

(3]

(5]

(1)

{2}

(3}

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 27

Dalam rangka pemeriksaan Pajak Parkir, Kepala BPPKAD berwenang
melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan
daerah tentang Pajal Daerah.

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan
tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah  pemenksaan  serta
memperlihatkan kepada wajib pajak yang dipenksa.

Dalam hal Wajib Pajak vang diperiksa tidak memenuhi kewapban yang
menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung
nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang
dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omezet atau
penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan
permohonan Kepala BPPKAD dapat menunjuk lnspektorat Kabupaten
Grobogan untuk mendampingi petugas pemcriksa pajak.

Untuk kepentingan pengamanarn petugas pemeriksa pajak, Kepala BPPKAD
dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau
instansi yang terkait,

Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta
keterangan vang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak
terikat oleh suaty kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk

merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIIAN PEMBAYARAN

Pasal 28

Atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir, Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan pengembalian kelebihan pernhavaran kepada Kepala BPPKAD.

Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

a. Pajak Parkir yang dibavar ternyata lebilh besar dari yvang seharusnya
terutang,; atail

b. dilakukan pembayaran Pajak Parkir yang tidak seharusnya terutang.

Permohonan sebagaiﬁmna dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persvaratan :



(4]

{5)

()

(7}

18)

19)

{1}

{2)

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan diserta
alasan yang jelas;

b. permohonan dilampiri [otokopi identitas wajib pajak atau fotokopi
identitas penenma kuasa apabila dikuasakan;

c. permchonan dilampirt dengan fotokepi SPTPD, SKPDLB dan Bukt
pembayaran vang sah; dan

d. surat permochonan ditandatangani oleh wajip pajak, dalam hal
ditandatangani cleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa
bermeteral cukup.

Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimans

dimaksud pada avat (3} dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidal

dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitan terhadap permohonan

pengembalian sebagal dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling

lama 12 {dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembavaran pajak parkir, Kepala BPPKAD harus
memberikan kepulusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksuid pada ayat (3) terlampaui dan

Kepala BPPKAD tidak memberikan suata  keputusan, permohonarn

pengembalian pembayaran Pajak Parkir dianggap dikabulkan dan SKFDLB

harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Jainnya, kelebihan pembayaran

Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuba utang Pajak

tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan dalam jangka

waktu paling lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLE.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan setelah

lewat 2 {dua] bulan sejak diterbitkannva SKPDLB, Kepala BPPKAD

memberikan imbalan bunga sebesar 2% [(dua persen| sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Parkir.
Pasal 29

Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyal utang pajak, maka pengembalian
Pajak Parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
{SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Parlkar,

Sural Perintah Pencairan Dana (SP213) aras kelebihan pembayaran Pajak
Parkir dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak

dengan koreksi pendapatan pada tahun anagaran berialan.



(3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak
Parkir tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata
anggaran tak terduga.

BAB X1
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

{1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Parkir
dilaksanakan oleh BPPKAD.

£2) Dalam melaksanakan tugasnya BPPKAD dapat bekerja sama dengan Dinas
Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan,
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
serta perangkat daerah terkait lainnya.

BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tangeat §} - 13 ° W‘f
THT s
GROBOGAN,

Diundangkan di Purwodadi
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LAMPIRAN
PERATURAN BLPATI GROBOGAN
SONOR,

entuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL S, Parman No. 23 Tlp (0292) 425024 ¢ Huntirg } PURWODRADI 38111

FORMULIR PENDATAAN
PAJAK PARKIR

IDENTITAS WAJIB PAJAR

Nama
Alamat

Masza Pajak

Alamat Pimpinan | Eadan Usaha } | Isikan bila Nama Pendaitar berupa Badan Usaha |

Pemilik
~ Jabatan

Badan

Pimpinan

Alamat

BETAIL
1

PENDATAAN

Jenis Karcis

- Kendaraan Roda Dua [ Motor )
- Kendaraan Roda Empart

Mengetahui,
Kasubid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak |1

2. Jumlah Karcis Kendaraan Roda 2 yang laku rata-rata hari biasa - br
3. Jumlah Karcis Kendaraan Roda 2 yang laku rata-raia hari libur br
4 Jumlah Karcis Kendaraan Roda ¢ yang laku rata-rata hari biasa Clbr
5. Jumiah Karcis Kendaraan Roda 4 yang laku rata-rata hati libur lor
6. Jumlah Karcis Kendaraan Roda Dua yang laku selap bulan b
7. Jumlah Karcis Kendaraan Roda Empat yang laku setizp bulan N Ibr
8. Pendapatan { Omser/bulan | :
Q. Tarif Pajak
10, Fajak Terutang

[ pendapatan per bulan x taril' ) ;

Terbilang LIPS PTS PRI R

GroDORAT, e
Petugas Pendataan : Wajib Pajak




LAMPIRAN I
PERA FLURAN BLPATI GRUOBC AN
NOMOR

ek dan formal isian formulir pendafiaran

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KELANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATES GROBOGAN
JIn. S. Parman ™o, 23 Telp0257) 421040 (Hunting) PL RWODADL 58T

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN PEMILIK USAHA

pmor Formulir oepidn Y

- acraam s

i

HATIAN

p diisi dalam rangkap dua {2} ditulis dengan huruf CETAK
i 1anda YV pada kotak _ yang tersedia untuk dijawab yang diberikan

Tah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani. harap diserahkan kembali kepada Badan
dapatan Pengelolaan Kepanga dan Aset Nagrahiabupaien Grnbogan langsung atad dikirim melalui Pos

ing lambat tanggal. e
DIS] GLEH WAJIB PAIAK

l

Ngma Badan ¢ Merk Usaha
alamat (foto copy Sural Keterangan Domisit dilampirkan b

. Dusunfialan/RT
- Desa

[

e

Kecamatan : ;

- Kabupaten : |
. Nomer telepon '
- Kode Pos :
3. Surat izin yang Similiki (foto copy Sural 1zin harap dilampirkant
Gurat izin Gangguan NO. oo et T P SR

- Surat lzin Usaha Kepariwisaaan TG sirmsiesasonspmsens oo 25 0 [igh, —oraeeemamemss oo j

UL FZATE v N oo enreees st e

o SUPALIZIN vt N G
3. Bidang Usaha (harap diisi sesual dengan bidang usalanyii]
Hotel
Restoran

Hiburan
Reklame

Penerangan Jalan e
pengambilan mineral bukan logam dan batuan j|
1

Penyelenggaraan tempat parkir dijuar badan jalan

Pengambilan dan‘atau Pemanfaatan Alr lanah

Pepgambilan dan’atau Pengusahaan Sarang Buruny ' alel




KETERANGAN PEMILIK ATAL PENGELOLA

Narna Pemilik / pengelola

Jabatan

Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan ldentitas yang dilaporkan }

- Dusunflalan £

- RT/RW/RK

-  Desa’ Kelurahan

+  Kecamatan

- Kabupaten ! Kota

- Nomor wlepon

- Kode Pos

Kewajiban Pajak

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walel

Pajak Lalnnya: i aimmag

.................... B

MNama Jelds

Tanda Tangan :




LAMPIRAM I
PERATURAN BUPAT] GROBOGAN
NOWMOR

metngk. Format Lsian Formudir dan Tata Cara Pengisian SPTRPD

Lembar |
PEMERIMNTAH KARLIPA TEN OGROBOGAK VRERAT M NLE sD R PALAR DALLAHI untuk
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN Patak PARKIR wayib Pajak
KEUANGAN AN ASET DAFRAN PilElay st L1 LARLN TS
— S Faae Mo 2L Tlp 2 L2800
A DnISEOLEH WAl e
. Mllasa Fajak ;A [f:m ]Fcb iMm‘ |Ap: ﬁMc:': |J-.m {Ju'. I."'.En iSep |{]kt [Nup]Des I
Tahun N I
. Nama Wit Pajak
L NPWPD [ T 11 111 T 1T
L &inmal Wjih Paiak

Fenis Lisabu
Lokass Lisaba

I Lugs Areal Tempal Forkir

Penyelonegaraun Laaha fesi el aran feompan Barkir Khusus
ralwn e e e
kel Desa .

K ecamatan

-

B, OHAZET Y ANG Ha kLS DUSHOLEH W 0h EAYEY

i Tumlah Pendapatan dan Pajak ferhuatang untuk

o Mass Pyjak

b. Pendwpalan Parkir

¢ Tarit Pajak Parkir | Sespai Perds o

d. Pajak Terhutang | 20% s Pendapatan |
Jumilah Pengapatan dan Fajak Terhuiang wrih
g Muasa Paak ;
b. Pendapaan Parkic

. Turif Bajak Barkic { Sesuai Perda b

d. Pajab Corhwang & 30 x Pendapan

* heri tandn silang [ X ¢ pada pilihan di mas

Wiasa Pajak sebelumnya § ahumubi doi xe al Mase Pajak dalwm whun Pajek Tereniu b
Fleanoman it i E

sy Basak sekarang { largiran fofacnry s ran perdapatin )

11 P sl Tl

T PERTANYAAN DIES] G LEH PEILEIAS

bersyaral

wazkan bahwa SPTPD ind heserla lwepiran-lampirannyd adalak benar, lerghkop dan

Fanda Terima 5P PR

Sl D ditetiman nggal

R T o T

a P'El:iﬁk Sy
............................................................ i P |
inu lekgkap, siabpel dan iods langang : L ki, sismpel dan Landa langant
. pII5E OLEH PETUGAS BITK AL
SLRAT SETORAN PAIAR DAERAN 155P0)
ima oleh [ryericna e
aharg Peneriena BRPKAD Fetlugas . BEPKRAD 2. UPTE
Marmi :
al Tungoal
lak Jumbah R
ilang Terhilag 1 e e s
L . P ST e PP O }
frane Senukap, stempel dan tanda tangan)
St s an T tat serngAalina AREN JUngEan ikt b 2lah mensyiur

e a3 ¥ L — AN SR EP TR e

Loenrarim AMER AL nad peligas lemgsl pembasiras s




LAMPIRANTY
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
HNOMOR

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN SSPD

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAANM (SLRAT SETORAN PAIAK DAERAH}
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (SKPD) Tahun 2017
JL. 5. Parman M. 23 Pursadadi

Momor
Tanggal

Nama
Alamat

Nama Usaha

Alamat Usaha

NPWPD :

Menyetor berdasarkan : [JSKPD LISTPD [] Lain - lain

[JSKPDT CJsPTPD
[CJSKPDKB 18K Pembetulan
[ISKPDKBT [ JSK Keberatan

Masa Pajak

(Cara Pembayaran

Bank Penerima Setoran
Uraian

Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :

No. Kode Rekening Jenis Pajak Nilai (Rp)
Jumlah
Terbilang :
Ruang untuk Teraan Diterima Oleh : PURWODADI,
K.as Repister/ Tanda Tangan Ka, Bidang Pajak Daerah Lainnya Penyetor

Petugas Penerima




LAMPIRAN ¥
FERATLURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR

Bentuk dan Forrnat Surat Tagihan Pajak Daerah ( STPD )

PEMERINTAH KABUPATEN GHROBOGAN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KELUANGAN [ZAN ASET DARRAH
Jn. &, Parman No, 23 Telp (02923421040 (Huntzng) PURWODADE 3811}

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
dio
Nomor
Tanggal . Tanpga! jatub tempo :
i Berdasarkan Peraturan Diaerah Kabupaten Grobogan Nomor & Tahun 2010

tentang Pajak Daersh telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban
pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Marma Usaha
Alamat
Nama Pemilik

Alamal N e e

1. Dari Pemeriksa tersebut diatas jumlah yang masih yang masih harus dibayar

adalah sebagai berikut :

|. [Pokok pajak yang harus dibayar Rp
Telgh dibayar tanggal ............. Rp
Pengurangan Ry
Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) RKp
Kurang Dibayar (1-4) Rp
Sanksi administrasi (Perda No 6 th 2010)  \Rp
Bunga = ... Bulan x 2% X Rp ... (3)

7. ifurnlah yang harus dibayar {5+6) Rp
Dengan Huruf : l

[-3

L

LIS =N

Cirohogan.

Kabupaten Grobogan

An. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuanpan dan Aset Daerah

Kepala Bidang Pendapatan [}




